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Jumlah Penerima PIP Berkurang

Komisi X: Sistem Desil Jangan Hilangkan Hak Siswa Miskin

SENAYAN meminta Pemerin-
tah mengevaluasi mekanisme
penetapan penerima Program
Indonesta Pintar (PIP) yang me-
makai klasifikas: desil. Peruba-
han status ckonomi scharusnya
tidak mengurang! akses pendi-
dikan siswa dari keluarga yang
masih membutuhkan banluan
Angpota Komisi X DPR Andi
Muawiyah Ramly mengatakan,
mekanisme penelapan penerima
PIP memang perlu dievahuasi. Pa-
salnya, banyak Laporan memumjuk-
kan jumlah penerima berkurang
selelah klasifikast desil diterap-
kan. Padahal, kondisi ckonomi
keluarga belum banyak berubah,
Dia mencontohkan keluarga
yang sebelurnmya tidak memiliki
sepeda motor, Jalu membelinya
untuk bekerja sebagai pengernudi
ujek. Perubaban itu justru mem-
buat anak mercka kehilangan
hak menerima PIE. “Padahal
kondisi ckonomi keluarga belum
benar-benar membaik secara
menyclurah,” ujarmya di Gedung
DPR, Jakarta, Rabu {15/7/2026).
Andi menilai, perubiahian status
dalam pendataan belum tenty
mencerminkan peninghatan kese-
jahteraan masyarakat, Karenia itu,

indikator yang digunakan perlu

ditinjau agar perubahan adminis-

tratif tidak menghilangkan hak &

pescrta didik dard keluarga kurang
mampu untuk memperolch ban-
tuan pendidikan secara layak.

Selanjutnya, Andijuga mencmu-
kan banyak ketarga kehilangan
itkses PIP setelah status desitnya
berubah. Dar 10 penerima sebe-
lumnya, kinihanya sa yang masih
memperoleh bantuan, Sedangkn
sembilan Lainnya tidak lagf terCatat
sebagai penerima program ilu
arena perubahin Klasifikasi.

Dia mengingatkan, berkurang-
nya jumlah penerima PP tidak
otomatis menunjukkan angka ke-
miskinan telah menurun, Karena
itu, Pemnerintah harus memasti-
kan perubahan data benar-benar
mencerminkan kondisi masyara-
kat, “Bukan sckadar akibat pe-
rubahan metodologi pendataan
yang diterapkan dalam sistem
terbaru,” kata legislator PKB itu.

Andi menilad, pencapaian Grget
pembangunan pendidikan, ter-
masuk peringkatan akses belaar,
angka partisipasi sekolah, dan
keberlanjutan pendidikan, bergan-
tung paca kesinambungan bantuan,
Karena ito, kebijakan pendataan

Andi Muawiyah Ramly

dan dukungan angparan jangan
sampai mengurangi keserpatan
siswa kurang mampu memperoleh
pendidikan yang layak,

Andi berharap. mekanisme
penyaluran PIP dievaluasi agar
program itu fetap efekil mewu-
judkan pemerataan akses pendi-
dikan. “Langkahtu juga diharap-
kan mendukung peningkatan
kualitas sumber daya manusia
Indonesia dengan bantuan pen-
didikan yang benar-benar tepat
sasaran bagt penerima,” Katanya.

Angpota Komisi X DPR Ledia
Hanifa Amaliah menambahkan,
Bantuan pendidikan tidak semes-

linya diposisikan sehagai antuan
sosial. Karena itu, nomenklatur
tersebut harus diperbaiki agar
akses bantuan pendidikan tidak
hanya terpaku pada kelompok
masyarakat dalam desil 1 sampai 4.
Dia mengingatkan, Konstitusi
mengamanatian pendidikan dasar
wajily dibiayai Pemerintah Pusal
dan Pemerintah Dacrah, *Untok
ilu, kebijakan bantuan pendidikean
ticak bisa hanya bergantung pada
klasifikasi desil kesejaberaan
sebagal satu-satunya dasar pener-
fuan pencrima bantuan pendidikan
bagi masyarakat,” terangnya.
Ledia juga menyoroti perhu-
nva pembaruan data dalam Data
Tunggal Sosial dan Ekonomi
Nasional (DTSEN): Dengan DT-
SEN. masyarakal didorong me-
mianfaatkan saluran resmi Badan
Pusat Statistik untuk memperba-
rui data sostal ekonamd, meskd pe-
rubhan itu belum tentu langsung
mengubah status desil penerima.
Dia menegaskan, Indonesia ha-
rus memastiken anak-anak mem-
liki kesenpatan melanjutkan pen-
dielikan hingga perguruan linggi
jika ingin membangun sumber
daya manusia yang unggul. “Ke-
bijakan pendidikan jangan hanya

terpaku pada klasifikasi desil
dalam menentukan akses bantuan
g peserta didik,” ujarmya.

PIP merupakan bantuan dana
pendidikan bagi anak usia 6
sampai 21 tahun dari keluarga
miskin atau rentan miskin agar
tetap bersekolah. Program yang
dikelola Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah i (Ke-
mendikdasmen) itu membantu
memenubd kebutuhan pendidikan
pribiai, termasuk perlengkapan
sekolah dan transportasi,

Sasaran utama PIP adalah siswa
dlari keluarga kurang mampu yang
terdaflar dalam data sosial Pemerin-
tah ata pemiegang Kartu Keluarga
Stjahtera. Priorites juga diberiken
kepada ank yatim piatu, penyen-
dang disabilitas, korban bencana,
serta anak yang terancam putus
sekolah karena kendala ckonond,

Pada 2026, PIP juga diperluas
untuk peserta didik Taman Kanak-
Kanak (TK). Menteri Dikdasmen
Abdul Mu'ti menyebut, kebijakan
itu mendukung program wajib
belajar 13 tahun sekaligus mem-
perluas akses pendidikan yang
herkualitas, berkeadilan, dan
berkelanjutan bagi seluruh anak
Indonesia. mpye
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